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ABSTRAK
Setiap terpidana membutuhkan undang~
vaitu judicial power yang tldak
menciptakan peradilan yang me
dan Pancasila yang tidak m
di dalam kekuasaan
penelitian hakim.
kekuasaan kehaki

kehakiman yang bebas,
lainnya. Untuk
UUD 1945
eralisme

telah didirikan
1945 hanya d
dalam batan
sewajarnya §
maupun ma
yang khusi
mencapai
harus berti
hukum unft
metode p
Penelitian
Studies) da
bahwa: Dil
pemasyaraka
pembentukan |
akademis, ma
informasi huku
harus pula memp
dalam sistem pemas
normatif sosiologis yang
mengatur hubungan manusia,
proses yang diperlukan untuk ¥ :
tersebut maka fungsi pembenan ret : i untuk terwujudnya
ketertiban dan kepastian sebagai prasarana vang harus  dif _]u an ke arah peningkatan
kepastian penegakan hukum dalam lembaga pemasyarakatan yang adil.

Kata Kunci: Pemberian Remisi Dalam Sistem Lembaga Pemasyarakatan.

! Makalah merupakan Hasil Penelitian Mandiri, diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan
sumbangan pemikiran bagi pembinaan dan pembangunan hukum nasional.

Ahli Peneliti Utama (APU) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional, Badan Pembinaan
Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM-RI, Ketua Umum Ikatan Peneliti Hukum Indonesia

(IPHL).

(S

Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2015 49




ABSTRACT
Every convicted person requires the law on judicial power is independent, i.e. judicial power
that did not were interfered by other appliances. To create an independent judiciary, then it
really should be the beachhead to the Pancasila and the 1945 CONSTITUTION that does not
give place to the diktaturisme system and the system of liberalism in the powers of the
Judiciary, in principle the holding of Assembly consideration of research judges. This
authority will establish the powers of the judiciary in the powers of the judiciary.
Independent human rights protection have been establzshed everywhere as is evzdent in
some historical times. In the Constitut
opening words and a little bit in
law, then any reasonable disph
and citizen, reciprocal, di
essential truth, either
other words, the cot
reeds to uphold

rechtstaat. By
as the types
Studies), ang
materials,
Jformation ¢
Jair, relia

security as
enforcement age

Keywords: Grant

mutlak
1 itu merupakan

ama dan penjara bukan
ga penjatuhan hukuman, karena hal

I. PENDAHULUAN si
A. Latar Belakang L % )
Silang pendapat masalah lafe ,
hukuman yang dijatuhkan kepada para

pelaku kejahatan tertentu seperti korupsi,
narkotika dan terorisme, mengemuka
sechubungan dengan rencana merevisi
peraturan perundang-undangan tentang
remisi. Oleh  sementara  kalangan
menginginkan agar terhadap para pelaku
kejahatan tersebut tidak diperbolehkan
lagi diberikan remisi atau setidaknya
dipersulit, diperketat. Hal ini didasari
pemikiran, agar membawa efek jera
terhadap pelaku. Sementara dipihak lain

itu ada dipengadilan. Sehingga kalau mau
memperberat hukuman seberat-beratnya
hendaknya dilakukan dipengadilan, tidak
di lembaga pemasyarakatan. Oleh
karenanya penegakan hukum pidana
haruslah sesuai dengan fungsi dan tugas
tiap-tiap lembaga, namun merupakan satu
kesatvan (Criminal Justice System).
Sistem Hukum tidak bisa dilepaskan dari
moralitas, sedangkan moral sangat
berkaitan dengan etika dan sangat
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bertentangan  dengan  kebohongan.
Sehingga apabila hukum berada ditangan
orang-orang yang tidak bermoral, maka
yang muncul adalah hanya kebohongan
demi kebohongan, demi hanya untuk
mendapatkan uang. Keberadaan vang di
negeri tercinta ini telah begitu merasuki
jiwa dan kalbu setiap insan, sehingga
untuk mendapatkannya rela melaku
apapun. Mengikuti pemberlta :
massa elektronik maup

akhir-akhir ini, hampig
memberitakan tentas
tindak pidana g4

Godaan materiuang dan kedudukan
kekuasaan telah menyesatkan orang-
orang yang tidak kuat miskin dan tipis
iman. Fakta telah dengan jelas
menunjukkan kesemuanya itu kepada kita
semua. Makhamah Agung sebagai

Kekuasaan Negara yang melakukan
Kekuasaan

Kehakiman, Kepolisian,
dan isntitusi hukum
soretan dan kritikan
engingin-

bangsa da
Merauke,
Eksekutif,
terindikasi
mengkhawatlrkan
berasal dari baw .
barangkali ~ memerlukan
menambah nafkah hidup

mencukupi, melainkan dari atas,
penguasa.

Bagaimana mungkin bisa terjadi
sekarang ini, bahwa lembaga
pemasyarakatan juga telah dihuni oleh
orang-orang yang dulunya sangat
terhormat, seperti: mantan Bupati,
Gubernur, Menteri, Anggota DPR,

DPRD, para ilmuwan/akademisi yang
tergiur menjadi pejabat, dan lain-lain
kedudukan/jabatan terhormat lainnya.
Hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi
pada era pemerintahan sebelumnya.

dalam menjalam huk
mendapat remisi,
hukuman. Hal

. ya para
gislatif  dan
“Karena itu, penulis
lang masalah ini sangat penting
untuk dilakukan penelitian mendalam
guna mengetahui permasalahan dan
menemukan solusinya.

Permasalahan Penelitian
Adapun yang menjadi pokok per-
masalahan dalam pelaksanaan penelitian

ini, adalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah pelaksanaan sistem
pemidanaan dalam ketentuan per-
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undang-undangan di bidang lembaga
Pemasyarakatan di Indonesia saat ini?
b. Apakah pemberian remisi bertentang-
an dengan sistem pemidaan berdasar-
kan ketentuan perundang-undangan
di bidang lembaga pemasyarakatan?

Batasan

Penelitian
Pelaksanaan penelitia

mengenai permasalaha

Studi/Ruang

yang terkait
penelitian té

1dak maksunal—

menyebab
: asil-hasil Badan

dan Tugas Len
Meneliti
menyebabkan  perluty,
pemberian remisi dala
pemasyarakatan.

Kegunaan Penelitian
Kesimpulan  dan
diperoleh  dari  proses
permasalahan  dan  analisis  data
penelitian  diharapkan = mempunyai
kegunaan baik untuk kalangan praktisi
maupun kalangan akademisi. Untuk
kalangan praktisi, hasil penelitian ini
diharapkan dapat dipergunakan sebagai
bahan masukan bagi masyarakat serta
bagi kalangan praktisi maupun teoritisi

saran  yang
identifikasi

umumnya.
Lingkup

dalam penyempurnaan kebijaksanaan
dan politik hukum, dan penyempurnaan
peraturan  perundang-undangan  di
bidang pembentukan peraturan per-
undang-undangan serta pembangunan
dan  pembaharuan  hukum  pada
Untuk kalangan akademisi,
diharapkan bahwa hasil penelitian ini

: 2 sebagai bahan dan
Wkum perbankan lebih

--Sapmg itu, hasil

Blipati, 46 wakil bupati, 41 walikota dan
20 wakil walikota. Sekedar menyebut
contoh yang aktual terkini, diantaranya:
Gubernur  Sumatera Utara, Sjamsul
Arifin; Gubernur Riau, Rusli Zainal;
Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamudin;
Gubernur Maluku Utara, Thaib Armaiyn;
Gubernur Kalimantan Timur, Awang
Faoek Ishak; Walikota Salatiga, John
Manuel Manoppo; Walikota Palopo, Andi
Tendriajieng; Bupati Kepulauan Aru,
Theddy Tengko; Bupati Subang, Eep
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Didayat, Bupati Lampung Timur, Satono;
 Bupati Buol, Amran Batalipu; Bupati
Mandailing Natal, Hidayat Batubara, dan
sederet nama lainnya. Kesemuanya nama-
nama tersebut, pada awal pemilihannya
diajukan oleh organisasi partai politik
sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
politik.

Keadaan ini sangat be
dengan efek negatif
Indonesia dalam
pemilihan langs
dalam Pasal 2 U

melalui penghormatan terhadap lembaga
hukum yang akhir-akhir ini terasa
semakin tidak menggembirakan, bahkan
menjurus menjadi pelecehan hukum.
Budaya demokrasi yang terasa mulai
dikembangkan oleh penguasa dewasa ini,
penerapannya masih perlu disesuaikan
denan budaya Indonesia. Demokrasi
; dasan negara hukum,
% 1tu mengkritisi

Tahun 2008

manipulasi, i
tercela lainny

hukum merose
atau dadakan, mela
dan anggapan telah™be;
kasus-kasus yang tidak te
dicemaskan akan melewatin,
toleransi dan pengertian masyara

Suatu anggapan yang berkembang d1

kalangan masyarakat, bahwa penegakan
hukum dalam kasus politik dipengaruhi
oleh  kekuatan ekstra  yudisional.
Sementara proses dan perkara non-politik,
dipengaruhi oleh godaan materi. Terlepas
dari benar-tidaknya anggapan itu, akan
mempengaruhi  citra, wibawa dan
kredibilitas hukum.

Budaya hukum yang merupakan nilai
dan sikap serta perilaku masyarakat
dalam kehidupan hukum, terrefleksi

Indonesia.

e 51a tldak hanya dimiliki ol
: 'uga oleh penguas

disebabkan

menjadi alat
pelaksanaannya
: wengkan sedemikian rupa sehingga
bertentangan dengan prinsip demokrasi
dan keadilan, persamaan hak warga
negara di mata hukum. Pembuatan suatu
undang-undang sangat kental dipengaruhi
oleh muatan politis, hukum dipakai
sebagai alat untuk mengabsahkan
tindakan penguasa.

Fenomena  sosial  menunjukkan
bahwa penerapan hukum saat ini semakin
jauh dari taraf kualitas yang memadai,
banyak hal dikeluhkan masyarakat yang
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kadang-kadang mengkristal menjadi suatu
- sikap dan perilaku reaksional yang sangat
merugikan wibawa hukum. Setiap hal
yang menimbulkan kolusi terhadap
wibawa hukum jelas harus dicegah dan
dicarikan cara penanggulangannya, sebab
apabila hukum sudah kehilangan wibawa,
maka akan berpengaruh terhadap aspek
kehidupan yang lebih [uas.
masyarakat terhadap h
kepada peradilan sebaga
atau  pressure
pelanggaran

masyarakat d

u.lll.u.ll.l
berperan
sebagai /

rakhir  mencari

dlandalkan seb gal

terhadap
keadilan ya
prinsip ut
terpenuhi. Prin
berubah, keadilan
ﬁlsuf secara

dalam penerapannya, yaitu kese Simban
antara nilai secara ideal dan kenyataa
mana hukum dioperasikan.

Dari kondisi tersebut di atas, dapat
dikemukakan, hukum hanya diperguna-
kan sebagai alat bagi penguasa untuk
melaksanakan kekuasaannya. Sedangkan
harapan masyarakat, adalah mengutama-
kan keadilan. Kekuasaan, ditinjau dari
sifatnya adalah merupakan gabungan dari
empirisme dengan positivisme, sehingga
hukum itu, datangnya adalah dari
kekuasaan yang sifatnya tidak abadi
(sementara). Kekuasaan itu, berbicara

eadilan, sehingga'

mengenai benar dan salah, sedangkan
hukum adalah berbicara mengenai baik
dan buruk. Bentuk dapat berubah-ubah,
namun materi tidak dapat berubah. Begitu
juga dengan hukum, bentuknya dapat
berubah-ubah menjadi hukum pidana,
perdata, adat, dan lain-lain, namun
i ng merupakan materi hukum
Hukum yang tidak

dlmaksﬁ 3 dilaksanakan
paling lama 5 (hm 1) tahu
undang-undang _

.j.@iﬁﬁngkan di
£ o Agustus 1999,

4 080tan kepercayaan terhadap
Badan Peradﬂan bilamana dianalisis
secara yuridis objektif, maka faktor
penyebabnya antara lain bersumber
pada: Amanat Undang-Undang Dasar
1945 eks Pasal 24 dan 25, serta TAP
No.XX/MPRS/1966 belum diwujudkan
secara murni dan konsekuen dalam
Undang-Undang Pokok Kekuasaan
Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.
Kebebasan dan kemandirian Hakim

Pengadilan, seperti yang diamanatkan
Undang-Undang Dasar 1945, masih

,__
n
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diragukan adanya, karena kekuasaan
Pemerintah telah ikut bersama untuk
menangani masalah Kekuasaan
Kehakiman, yang seharusnya dilakukan
sendiri oleh Mahkamah Agung sesuai
dengan ketentuan Pasal 24 Undang-
Undang Dasar 1945.

Pada tahun-tahun belakangan ini,

politik telah merupakan pan,
karena palingma telah
pula bidang kekuasaan
menurut konstitusi ;

the game,

---.,‘-

lrarens
et E

emikian Juga

merangkap ¢
wasitnya
tragis pe
harus g

mode
Peran
tenga
terseby
di dala
apabila

diadakan pi
dengan eksek
kewenangan
kehakiman.
Dengan kekuasa
satu atap, maka meng
pengakuan  kekuasaan :
sebagai suatu kekuasaan negara '
merdeka untuk  menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan pancasila. Ia
kembali kepada peradilan yang bebas
sebagai suatu persyaratan konstitusional
dan secara korektif menyampingkan
ketentuan lama yang memperbolehkan
campur tangan pihak eksekutif dalam
urusan pengadilan. Mahkamah Agung
dipandang sebagai suatu pengadilan
negara tertinggi, atas peradilan umum,
militer, agama dan tata usaha negara.

an yang lebih

Sebagaimana lazimnya di dalam
dunia ilmu hukum, dikenal: judicial
power, judicial system/administration;
Judicial personil. Dalam Kekuasaan
Kehakiman, hanya terdapat pengertian
Judicial power, sehinga disatu pihak
deﬁms1 itu masih kurang luas. Di lain
pihak _ definisi tersebut terlalu luas
an pengertian
‘negara. Menurut
m, maka

prihsxpil ,
pengertian rechtelijk

.agar hakim sebagai
dapat . menjalankan

demikian erlepas dari kekuasaan
cksekutif dan legislatif. Sehingga
Mahkamah  Agung harus secara
konsekuen harus diberi kekuasaan untuk
melakukan teknis, organisatoris,
administratif dan finansial.

Kekuasaan  kehakiman  adalah
kekuasaan yang merdeka dan terlepas
dari kekuasaan pemerintah. Untuk itu
perlu dirumuskan kembali. Persoalan
peradilan yang bebas yang merupakan
refleksi dari suatu keadaan dan
kenyataan yang berlaku yaitu peradilan
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harus bebas dari kekuasaan pemerintah.
Karena itu untuk menegakkan sistem
konstitusionil dan menegakkan hukum,
kekuasaan kehakiman benar-benar telah
merupakan kekuasaan yang merdeka,
artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah. Ini merupakan situasi yang

secara embrional telah dimulai pada saat -

ketua Mahkamah Agung dikel
dari eksekutif, sedangka
eksekutif menjauhkan
tangan urusan pengad
affairs. Untuk
j entang

oleh Mahkamah Peradilan negara yang
khusus  bertugas untuk  mencari
kebenaran hakiki, baik materi maupun
formil, buat mencapai kedailan yang
dituju di dalam negara hukum. Dengan
kata lain, peradilan negara harus
bertindak tegas dan tepat tanpa pilih
bulu untuk menegakkan keadilan di

i} : ukum untuk jaminan
di dalam suatu

sebagai pu nua Ymacam

kekuasaan keha

kedudukan ._Dengan
adanya , maka akan
merupakz i adanya

ruh aparatur n
memerluka ;

kehakiman,
nya majelis I
hakim. Kewenanga
bentuk kekuasaan kehalk
kekuasaan kehakiman. e, 1
merdeka  yang  mempunyai

perlindungan  negara  ialah telah

didirikan di mana-mana seperti terbukti
dalam beberapa zaman sejarah. Dalam
UUD 1945 hanya dijamin dalam garis
besarnya hak asasi itu dalam kata
pembuka dan sedikit dalam batang
tubuh. Tetapi karen Pancasila diterima
sebagai dasar negara hukum, maka
sewajarnya segala persengketaan yang
berupa pelanggaran hukum, baik
dilakukan negara maupun masyarakat
dan warga negara, timbal balik, diputus

benar-benar dijamin
undang. Oleh
persoalan a

# mengurangi
kedaulatan badan

asaan kehakiman yang
merdeka  terlepas  dari  pengaruh
kekuasaan  pemerintah,  diametrial
dengan asas negara hukum dan rule of
law yang mengakui pengadilan bebas
sebagai unsur yang essensiil. Dengan
demikian kita yakin akan terwujud suatu
negara hukum, tegaknya rule of laws,
dengan sistem pemerintahan negara
yang demokratis, dan untuk keamanan
dan kesejahteraan lahir dan batin bagi
seluruh rakyat serta generasi-generasi
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yang akan datang. Penerapan rule of law
‘tanpa adanya lembaga yudikatif yang
sangat sehat tidak akan ada artinya,
sebab betapa baiknya undang-undang
yang dibuat, tidak akan dapat terlaksana
apabila harus rechten zetten. Oleh
karenanya harus dihilangkan kesempat-
an campur tangan pihak lain di luar
kekuasaan kehakiman dalam
peradilan dengan  demiki
terjamin pula kekuasaa
kompak dan otonoms
merupakan salah
mencapai tu_lua

denk- d
tersebut
yudikatif. O
agar pemerir
dengan ikhlas®

bawah kekuasaan
concreto  departemen
mengenai segi -
administratif ~ serta ﬁnansﬂ

tehnisnya semua pada Mahkamah
Agung.

Kekuasaan  kehakiman  sebagai
kekuasaan yang merdeka, menerbitkan
harapan bahwa hukum yang dikehendaki
oleh kelompok atau golongan tertentulah
yang akan diterapkan dan pertimbangan
penerapannya akan betul-betul merdeka,
dalam arti bebas dari tekanan golongan
kelompok  manapun di  samping
kebebasan dari rasa takut akan akibat
keputusannya, apa dan bagaimana

Sfunctional

bentuk dari akibat itu. Kemandirian
kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh
undang-undang pada hakikatnya adalah
penuangan dari aspirasi seluruh rakyat
Indonesia.

Pengaturan  kembali  mengenai
Judzczal power, organisation, perseoneel

yang sanoat pent
demokrasi, sehingga

dari rule of la

d : sifatnya,
w8imilar, sehingga
bahwa rule of law

memungkmkan adanya diversitas dan

varietas  struktur  politik,  sistem
pemerintahan, ekonomi dan budaya,
untuk pelaksanaannya tidak perlu
memiliki replika demokrasi lainnya.
Rule of law memiliki fungsional
ekuivalen dengan kekuasaan kehakiman
yang merdeka yang berarti lepas dari
segala campur tangan eksekutif maupun
legislatift dan bebas menjalankan
tugasnya.
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Justru kebebasan dalam menjalan-
kan judicial function  dari campur B. Evolusi Pertumbuhan Pidana Penjara

tangan  eksekutif dan  legislatif Silang pendapat masalah lamanya
merupakan rintangan prinsipli bagi hukuman yang dijatuhkan kepada para
legislatif dan eksekutif untuk meletak- pelaku kejahatan tertentu seperti korupsi,
kan the general framework. Sudah narkotika dan terorisme, mengemuka
barang tentu undang-undang tidak dapat sehubungan dengan rencana merevisi

dipergunakan sebagai alasan untuk peraturan perundana—undangan tentang
mengurangi ataupun melanggal;g; i Ole

kebebasan  dari judlCIaW’
menjalankan tugasnya, 4
its judicial funcn%m
kehakiman yang
Junctional eqic

E.

dlpersuht dlperkétag. ‘Hal~ i
pemilu'ran agar membawa
hPrR‘m‘nn mak

mtu bag1 varietas dan mcngmgmkan bahwa rf:mlsi mutlak
| pandangan mengenai * harus diberikan karena hal itu merupakan
asalah hak dari terpidana dan penjara bukan
xmencapal kekuasaan lembaga penjatuhan hukuman, karena hal
itu ada dipengadilan. Sehingga kalau mau
mperberat hukuman seberat-beratnya
. 2 dilakukan dipengadilan, tidak
di lembaga pemasyarakatan. Oleh
¢ karenanya | penegakan hukum pidana
dem@k:rasr.pancasﬂa yang ‘melihat hal haruslah sesuai dengan fungsi dan tugas
tersehut sebagai bagian ‘dari ncgara tiap-tiap lembaga, namun merupakan satu
w modern; Pembagian = kesatuan (Criminal Justice System).

. perlu  menimbulkan Evolusi pertumbuhan pidana penjara

persoalan ation power, separation . . sebagai pidana, memakan waktu berabad-
des pouvoirs dalam bentuk “asli dan abad * lamanya © seiring  dengan,
exireemmya,yang mengharuskan adanya pertumbuhan - bangunan . penjara  daf
suatu isolasiy, seolah-olah adanya suatu sistem perlakukan terhadap. terpidafa.
wall antara tigajkekuasaan. Dimulai dari zaman kuno sampai
Dalam pengertian  yang lebih luas, pertengahan abad ke XVI hukumaft hanya
prinsip kekuasaan tw harus di tangan dikenal dengan pidana mati, siksaan
yang berbeda-beda, dalam arti distinet badan, kerja paksa, pembuangan dan lain-
hands dan tidak diletakkan“dalam satu lain jenis pidana yang amat mengerikan.
tangan umumnya  diterima oleh Di Babiloniabaru, diketemukan sebuah
konstitusi negara modern. Dengan prasasti yang berisi Undang-Undang
demikian pembagian kekuasaan antara Hammurabi yang menganut paham balas
lembaga negara adalah sesuai dengan dendam mutlak (Tustalionis), yang intinya
demokrasi pancasila yang merupakan korban dapat membalas dendam sesuai
bagian dari sebuah negara hukum yang kerugian yang dideritanya (mata ganti
menganut rule of law. Perlu dihilangkan mata, nyawa ganti nyawa). Sedangkan di
kesan, bahwa seolah-olah ketentuan Romawi orang yang dijatuhi pidana
Mahkamah Agung sebagai puncak dari penjara, dipekerjakan di tempat umum (A¢
semua peradilan kita dengan sendirinya Opus Publicum), dipertambangan Negara
hanya memungkinkan pelaksanaan dengan penjagaan dan siksaan yang amat
peradilan terpimpin dan witsluiten suatu keras. Akan tetapi para ahli menyadari
peradilan yang bebas. bahwa kejahatan ternyata tidak dapat
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diberantas hanya dengan pemberian
‘pidana yang sangat amat berat dan
perlakuan yang kejam. Oleh karenanya
mulailah dicari upaya baru dalam
penjatuhan  pidana, cara perlakuan
terhadap terpidana dan mulai memikirkan
pula tempat khusus bagi para terpidana,
diakhir abad ke XVI yang ditunjang oleh
gerakan  kemanusiaan  di
Aufldarung/Englighten, yang
terhadap gerakan kemer
di Eropa, Inggri

Perlakukan terha
didasarkan pa
sedangkan

mendapat

memperlaky
Offenders)
oriented,

masyarakat se :
Setelah disadari ba

narapidana tersebut
diberbagai negara ment
tersebut  dan menggantiny
system baru berasaskan Comniimit,
Centered/Oriented  (New Penology)
Hukum yang berwujud peraturan,
diadakan untuk menjaga ketertiban
masyarakat dan keadilan untuk mencapai
tujuan tersebut negara harus meng-
gunakan kekuasaannya, dan paksaan
inilah yang menjadi sifat atas ciri hukum.
Akan tetapi pidana itu sendiri secara
sosiologis juga melanggar subjek hukum,
yakni orang yang dijatuhi pidana juga
harus dilindungi hak asasinya. Peraturan
penjara yang sifatnya mengekang,

e tah.

dirasakan oleh para narapidana sebagai
siksaan. Tata kehidupan yang mekanis-
rutin dianggap menjemukan dan harus
diderita narapidana.

Kedudukan Sistem Pemsyarakatan

Dr. Sahardjo, S.H., sebagai pencetus
emasyarakatan menetapkan pohon
mbang hukum untuk

ide

semestmya
pengejawant

d1 bawah pengawasan
Berbicara sistem
pemasyarakatan berarti pula membicara-
kan masalah kejahatan (crime), penjahat
(criminal), hukum pidana (punishment)
dan orang yang dipidana (funishdmen)
serta bagaimana mencegah kejahatan
(how to prevent the crime). Sistem
pemasyaratakan sebagai suatu usaha yang
bergerak dalam bidang pencegahan

kejahatan, seyogianya tidak harus
bergerak  hanya  dalam  bidang
Administration  of  offenders, tetapi
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administration of justice, yang dalam

~istilah  Perserikatan ~ Bangsa-bangsa

menggunakan Prevention of Ofenders.
Paus Clement XI pada tahun 1903
mendirikan penjara San Michele (Italia)
yang meletakkan pendidikan sebagai ide
utama. Dan tahun 1775 di Gent
(Belanda), didirikan sebuah Tuchthuis
yang melakukan pemisahan
malam, dan bekerja bersama-se
siang hari. Jeremy Bentha
dengan teori Hedosi
mengusulkan adag

(terhadap terpidana)”. Seseorang yang
dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan
sama halnya sudah merampas hak
kemerdekaannya. Sejumlah hukuman
yang dijalani oleh narapidana, pertama
kehilangan kebebasan sebagai warga
negara. Oleh sementara kalangan,
mencurigai revisi tentang Peraturan

1or 99 Tahun 2012
' an dari koruptor

Pemerintah
karena menimbu

=

pelajaran

pengurangar
narapidana ya

(remisi) bag1

Revisi  Pemberi

Pembebasan Bersyaratiy
Dalam kaitan tersebu ]

melalui  Kemenkumham  bere

merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 |

Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga  Binaan
Pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur
syarat pemberian remisi dan pembebasan
bersyarat (PB) untuk terpidana korupsi.
Namun, rencana itu juga menuai
kontroversi. Seorang terpidana walaupun
itu terpidana kasus korupsi berhak
mendapatkan remisi atau pengurangan
masa tahanan. “Tidak memberikan remisi
bukan berarti bisa memberikan efek jera

‘P ubahan Kedua

1) Peraturan
‘ahun

Pemerintah Nomo

“pidana berhak
nisi. Mengacu pada
yara ~syarat bagi narapidana dan anak
pidana untuk memperoleh remisi yang
terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3)
PP 99/2012: Remisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
kepada Narapidana dan Anak Pidana
yang telah memenuhi syarat:
berkelakuan baik; dan telah menjalani
masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
Persyaratan  berkelakuan  baik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dibuktikan dengan: tidak sedang
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menjalani  hukuman disiplin  dalam
kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir,
terhitung sebelum tanggal pemberian
remisi; dan telah mengikuti program
pembinaan yang diselenggarakan oleh
Lembaga  Pemasyarakatan  dengan
predikat baik. Selain syarat-syarat yang
terdapat pada Pasal 34 PP 99/2012,
persyaratan lain juga terdapat dal
Pasal 34A ayat (1) PP 99/20 ’
berbunyi: Pemberian
Narapidana yang
melakukan tindak
narkotika dan ,
psikotropika, £

uang pengganti sesuai dengan putusan
pengadilan.

Jadi, persyaratan wajib telah
membayar denda dan uang pengganti
khusus ditujukan kepada pemberian
remisi kepada narapidana kasus korupsi.
Penjelasan Pasal 12 huruf k Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

terhadap kea
hak asasi
kejahatan,

ara, kejahatan
g berat, serta
terorganisasi

dipidana
pidana k
program
diselenggarak

Nasional Penanggy
serta menyatakan ikrai
Negara Kesatuan Republi
secara tertulis bagi Narapid
Negara Indonesia, atau tid ‘

mengulangi perbuatan tindak pldana
terorisme secara tertulis bagi Narapidana
Warga Negara Asing, yang dipidana
karena melakukan tindak pidana
terorisme. Berdasarkan ketentuan di
atas, terutama Pasal 34A ayat (1) huruf'b
PP 99/2012, khusus untuk narapidana
yang dipidana karena melakukan tindak
pidana korupsi, baru dapat diberikan
remisi jika narapidana yang
bersangkutan telah membayar denda dan

lainnya, ; memenuhi -

¢an negara
ksi dan tekad
asas hukum dan

: memang menjadi
tanggung}awab masyarakat  hukum.
Tetapi jika ingin berhasil, tekad itu
haruslah menjadi tekad bersama,
pemerintah dan aparatnya maupun
masyarakat serta lembaga-lembaganya.
Filsafat dan konstitusi negara seperti
tercantum dalam Pembukaan dan Batang
Tubuh UUD 1945, secara tegas dan
ekplisit mengamanatkan asas hukum dan
negara hukum. Namun yang secara
konstitusional dan secara normatif
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merupakan perintah imperatif, setiap
kali kadar pelaksanaannya memerlukan
tekad politik penguasa. Inilah yang
harus diperbarui menjadi tekad bersama,
bahwa yang akan ditempuh adalah asas
hukum dan negara hukum, bahwa
kekuasaan dan kepentingan tunduk serta

diatur dan dikendalikan oleh asas

hukum.

Konsep “Indonesia ada
Hukum” dan “Setiap
depan hukum”, m

rakyat saja, akan tetapi juga oleh
penguasa, yang disebabkan: kurangnya
kepastian yang diberikan oleh hukum
yang berlaku; adanya perlakuan yang
berbeda terhadap warga masyarakat;
masih lemahnya komitmen dari pihak
penguasa dalam pelaksanaan hukum

dalarn masyarakat Perbedaan perilaku

Indonesia  se

berdasarkan

bahwa dal tara hukum
dan keku an tunduk pada

“kestabilan politik

Persamaan  kedudukan
setiap ! i  hadapan mlkum

bahwa pembina
dalam kondisi

studi ma81h sangat diperlukan.®

dan kekuasaan dalam kenyataan masih "

sering tidak saling melengkapi antara
satu dengan yang lain.

Konsep “rule of law” berwatak
legisme liberal, sehingga penerapannya
perlu  disesuaikan dengan  budaya
Indonesia. Oleh karenanya, perlu
dikembangkan  kualitas  pemberian
keadilan (the dispension of justice) yang
lebih cocok dengan sistem hukum
Pancasila. Rendahnya kesadaran hukum
di Indonesia tidak hanya dimiliki oleh

Majalah Hukum N

yang ber-

: t sosiologis, sehingga
npunyai wibawa berla

profesionalisme
(corporaten

/" Nasional,
ang tidak hanya

; naswnal tetapi juga
engan nilai, filosofi dan konsep
yang mendasar dengan dimensi yang
luas. Diskresi dalam penegakan hukum
yang aktual akan berdampak negatif
apabila tidak dipantau dengan baik dan
dijadikan masukan dalam pembaruan
hukum (law reform). Ketentuan hukum
tidak hanya merupakan perangkat
norma, tetapi merupakan instrumen
keadilan yang sarat dengan nilai-nilai
hak-hak asasi manusia.

~
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Dalam rangka pelaksanaan
reformasi,  program  pembangunan
bidang hukum sangat dibutuhkan untuk
mengatur kehidupan berbangsa dan
bernegara yang tertib teratur. Bertitik
tolak dari uraian tersebut, maka aparat
penegak hukum harus secara terus
menerus ditingkatkan kemampuannya
menjadi alat yang efektif dalam mencar
keadilan  dan kebenaran
hubungan ini, mutlak
hubungan kerja sama.g
tugas yang serasi
hukum (pOllSl

dan lebih berperikemanusiaan. Dalam
pembinaan  sistem  pemasyarakat-an
harus dipikirkan baik kepentingan
narapidana maupun masyarakat serta
aparatur. Pelaksanaan pembinaan tidak
dapat dilepaskan dari kaitan tata hukum
yang berlaku, bahkan pemasyarakatan
merupakan bagian dari proses pldana
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